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Judul : Politik Tata Ruang (Relasi kekuasaan antara Eksekutif dan Legislatif
dalam Penerbitan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di
Kabupaten Gowa)
Skripsi ini mengkaji tentang relasi kekuasaan antara Eksekutif dan Legislatif
dalam Penerbitan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Gowa.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan relasi kekuasaan antara DPRD dan
Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Penerbitan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah.
Penelitian ini menggunakan teori kekuasaan, teori ruang, teori good governance,
komunikasi politik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan
dokumentasi.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa dan DPRD
lebih mengutamakan kepentingan pengembang. Kesesuaian ruang dalam hal ini tidak
terlalu diperhatikan. Pemerintah Kabupaten Gowa dan DPRD mendukung atau
menerima pengembang untuk berinvestasi di Kabupaten Gowa terlebih untuk
penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pembangunan perumahan.
Tapi di sisi lain Masyarakat yang ingin mengurus sertifikat tanah cenderung dipersulit
oleh pemerintah dan dalam masalah ini tidak ada bentuk pengawasan atau tindak lanjut
dari DPRD. DPRD tidak masuk dalam proses penerbitan izin penggunaan dan
pemanfaatan tanah secara langsung tetapi fungsi DPRD yaitu mengawasi proses
penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan tanah. Bagi pengembang atau investor
yang tidak memperoleh izin dapat mengambil langkah lain yaitu mengadu ke DPRD
secara formal dan legal untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya.
Implikasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa semestinya
memiliki perhatian serius dalam hal ini dengan merumuskan kebijakan tata ruang,
mempertimbangkan nilai dan semangat mengelola keberagaman dalam praktik
kebijakan. Agar DPRD Kabupaten Gowa melakukan pegawasan terhadap penerbitan
izin penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pembangunan perumahan dan kegiatan-
kegiatan investor di Kabupaten Gowa yang belum di atur dalam peraturan daerah serta





Saat ini kota-kota di Indonesia banyak mengalami perubahan dalam
penataan ruangnya. Hal ini dapat di lihat dari banyaknya perubahan dan
bangunan baru di tambah dengan masalah lain yaitu munculnya bangunan liar,
bangunan tidak sesuai dengan fungsi lahannya, bangunan didirikan tanpa
memperhatikan penggunaan tanah, reklamasi ruang dan masih banyak lagi.
Untuk melakukan pembangunan baik berupa perumahan, hotel, kawasan
industri, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya memerlukan izin penggunaan
dan pemanfaatan tanah, hal ini menjadi penting karena melibatkan pihak yang
berwenang.
Fenomena penataan ruang merupakan hal yang sedang hangat
dibicarakan saat ini. Penataan ruang menjadi arena bagi semua pihak baik
eksekutif, legislatif, dan juga masyarakat. Efek dari penataan ruang dengan
proses politik yang tidak baik akan mengakibatkan banyak masalah diataranya
penggunaan dan ketersediaan lahan yang ada lebih menguntungkan pihak
tertentu yang melakukan pembangunan karena tidak memerhatikan
penggunaan dan pemanfaatan tanah. Penggunaan tanah adalah wujud tutupan
permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan
manusia.  Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai
2tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.1 Penatagunaan
tanah pada dasarnya berasaskan kepada keterpaduan, berdayaguna dan
berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan,
persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.2
Ruang  merupakan bagian penting dari Ligkungan Hidup maka
perlindungan dan pengelolaan lingkungan keberhasilannya juga ditentukan
oleh pelaksanaan penataan ruang. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-
upaya sistematis untuk menata ruang dengan baik agar tercipta suatu
kesinergian dalam mencapai tujuan pemanfaatan ruang, yaitu kesejahtraan
yang berkelanjutan.3 Teori ruang Henri Lefebre menjelaskan bahwa ruang
tidak terlepas secara korelatif dengan konteks politik, dan konteks politik
melingkupi bagian-bagian dari arena spasial.
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Dearah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
perbantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Dearah adalah Gubernur,
bupati, dan Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan
1 Bupati Gowa, Peraturan Bupati Gowa nomor 03 tahun 2014 tentang Penertiban
penggunaan dan pemanfaatan tanah Negara, bab I  pasal 1.
2Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, bab II, pasal 2.
3 Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah,(Jakarta: Rajagrafindo
Persada, 2008), h.309.
3pemerintahan daerah.4 Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah
Dearah dan DPRD.5 Hubungan antara Pemerintah Dearah dan DPRD
merupakan mitra sejajar yang sama-sama melakukan tugas sebagai
penyelenggara pemerintahan daerah. Hubungan tercermin dalam pembuatan
kebijakan daerah yang berupa Peraturan Daerah. Dengan demikian antara
kedua lembaga tersebut harus membangun hubungan yang saling mendukung
bukan merupakan lawan atau pesaing dalam melaksanakan fungsi masing-
masing. Jadi fungsi dan peran Kepala Dearah, perangkat daerah, dan DPRD
dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah keduduknnya tidak saling
membawahi, namun terikat dalam satu sistem kemitraan.
Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin penggunaan dan
pemanfaatan tanah negara diatur dalam Peraturan Bupati.6 Izin lokasi sebagai
instrument pelaksanaan Undang-undang Penataan Ruang dan hak atas tanah.
Izin lokasi menjadi kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah
kabupaten/kota sementara hak atas tanah menjadi kewenangan pemerintah
pusat. Proses pengeluaran izin lokasi diberikan melalui berbagai pertimbangan
mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi
keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik
4 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, bab I Pasal 1.
5 Repunlik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, bab I pasal 19.
6 Bupati Gowa, Peraturan Daerah Gowa nomor 03 tahun 2014 tentang Penertiban
penggunaan dan pemanfaatan tanah Negara, bab V pasal 9.
4wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah. Sebelum surat keputusan
pemberian izin lokasi ditandatangani oleh bupati/walikota (Sebelumnya
ditandatangani oleh pejabat BPN), diadakan rapat koordinasi  antar instansi
terkait dengan kelayakan dari izin lokasi yang dimohon. Rapat koordinasi ini
juga disertai dengan konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah
dalam lokasi yang dimohon.7 Setiap orang atau Badan Usaha yang akan atau
telah menggunakan/memanfaatkan tanah negara wajib memiliki surat izin
Bupati. Kepala Desa/Lurah setempat dilarang mengeluarkan surat keterangan
yang membenarkan bukti penggunaan dan/atau pemanfaatan atas tanah negara
dan/atau Surat Keterangan Penguasaan dan pemilikan tanah bekas adat tanpa
persetujuan Bupati.8
Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi
Sulawesi Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33
km2 atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah
Desa/Kelurahan definitive sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan.9
Kabupaten yang hanya berjarak tempuh sekitar 10 menit dari Kota
Makassar ini memasok sebagian besar kebutuhan dasar kehidupan kota. Mulai
7 Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional, Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 2 tahun 1999 tentang Izin
Lokasi, bab IV Pasal 6.
8 Bupati Gowa, Peraturan Daerah Gowa nomor 03 tahun 2014 tentang Penertiban
penggunaan dan pemanfaatan tanah Negara, bab V pasal 7.
9 “Kabupaten Gowa”,Pemerintah Kabupaten Gowa_, gowakab.go.id (5 Oktober
2017).
5dari bahan material untuk pembangunan fisik, bahan pangan, terutama sayur-
mayur, sampai aliran air bersih dari Waduk Bili-bili. Kemampuan Kabupaten
Gowa menyuplai kebutuhan bagi daerah sekitarnya dikarenakan keadaan
alamnya, di samping tanahnya subur.
Saat ini Kabupaten Gowa jadi kota yang kondusif bagi investasi
jangka panjang dan tidak terlepas dari perhatian para pelaku bisnis salah
satunya seperti pengembang yang ingin membangun kawasan perumahan.
Pesatnya pembangunan tidak terlepas dari faktor birokrasi sebagai pintu
masuk utama keberadaan investor atau pengembang dan pembangunan
tersebut. Hal ini yang akan mengubah wajah Kabupaten Gowa kedepan
menjadi kota yang kapitalistik dengan kehadiran pelaku-pelaku bisnis atau
Pengembang yang membangun kawasan perumahan.
Relasi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Gowa yang cenderung
memihak atau menerima penggunaan ruang sebagai lahan bisnis seperti
pembangunan perumahan. Saat ini sudah banyak perumahan yang dibangun di
Kabupaten Gowa utamanya di daerah perkotaan salah satunya yaitu
Perumahan Zarindah Permai Samata terletak di koordinat 5̊11’56.86 lintang
selatan dan 119̊29’48.80 bujur timur. Secara administrasi, perumahan ini
terletak pada Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
Perumahan ini terletak di kelurahan Samata RW 8 dan terdiri dari RT 1, 2,
dan 3. Terdapat cekungan tanah yang cukup besar, sehingga saat musim hujan
6dapat menjadi rawa bahkan danau kecil.10 Disekitar Perumahan Zarindah
Permai Samata juga banyak perumahan lainnya yang di bangun seperti
Perumahan Baruga Samata, Bakung Regency, Harmony Recidence, dan
Perumahan Yudha Mas yang kemungkinan juga mengalami kasus serupa
dengan Perumahan Zarindah Permai Samata yang jika musim hujan tiba dapat
menjadi rawa bahkan danau kecil.
Hal ini dapat menimbulkan dampak posistif dan negatif dari segi
proses politik. Dampak yang bersifat positif dapat berupa relasi antara DPRD
dan Pemerintah Kabupaten Gowa berlangsung secara terbuka mendukung
pembangunan atau penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai kawasan
perumahan. Sedangkan dampak negatif salah satunya seperti ketersediaan
lahan yang ada lebih menguntungkan pihak tertentu yang melakukan
pembangunan tanpa memerhatikan kegunaan atau fungsi dari tanah yang
digunakan untuk membangun kawasan perumahan. Allah swt berfirman
tentang larangan berbuat kerusakan di bumi dalam QS al-A’raf/7:56.
                   
     .
10In Slideshare, “Analisis aspek fisik dan non fisik perumahan zarindah permai
kabupaten gowa”, https://www.slideshare.net/chris_william/spp-ppt (23 November 2017).
7Terjemahnya:
Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah
(Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut
(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya
rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.11
Ayat ini melarang pengrusakan di bumi. Pengrusakan adalah salah
satu bentuk pelampauan batas. Alam raya telah diciptakan Allah Swt. Dalam
keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk.
Allah telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hamba-hambanya
untuk memperbaikinya. Salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan Allah
adalah dengan mengutus para nabi untuk meluruskan dan memperbaiki
kehidupan yang kacau dalam masyarakat. Siapa yang tidak menyambut
kedatangan rasul, atau menghambat misi mereka, dia telah melakukan salah
satu bentuk pengrusakan di bumi.12
Otoritas dan kedaulatan tertinggi ada pada Tuhan dan bahwa Tuhan
sajalah yang berhak menciptakan hukum. Namun demikian, ada satu aspek
demokrasi, yakni dalam arti bahwa kekuasaan (khilafah) ada ditangan setiap
individu kaum mukminim. Konsep theo-demokrasi berarti bahwa Islam
memberikan kekuasaan kepada rakyat, akan tetapi kekuasaan itu dibatasi oleh
11 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: Karya Toha
Putra Semarang, 2002), h. 212.
12 M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian, Volume 4
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.144.
8norma-norma yang datangnya dari tuhan. 13 Kemudian di jelaskan pula dalam
hadits bahwa pemimpin adalah di ibaratkan sebuah perisai bagi rakyatnya
maka tugas pemimpin adalah melindungi serta mengayomi. Hadis Yang
Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim;











Telah menceritakan kepada kami Ibrahim dari muslim telah
menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada
kami Syababah telah menceritakan kepadaku Warqa’ dari Abu Az
Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah dari Nabi shalallahu ‘alaihi
wasallam, beliau bersabda: “Serang imam itu ibarat perisai,
seseorang berperang dibelakangnya (mendukung) dan berlindung
(dari musuh) dengan (kekuasaan) nya. Jika seseorang imam
(Pemimpin) memerintahkan supaya taqwa kepada Allah ‘azza wajalla
13 Syarifuddin Jurdi,Ilmu politik Profetik (Makassar: Laboratorium Ilmu Politik,
2015), h.88.
9dan berlaku adil, maka dia (imam) akan mendapatkan pahala
karenanya, dan jika dia (imam) memerintahkan selain itu, maka ia
akan mendapatkan siksa."14
Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Dearah dan
DPRD.15 Efek dari penataan ruang dengan proses politik yang tidak baik akan
mengakibatkan banyak masalah diataranya penggunaan dan ketersediaan
lahan yang ada lebih menguntungkan pihak tertentu yang melakukan
pembangunan karena tidak memerhatikan penggunaan dan pemanfaatan
tanah.
Hal inilah yang kemudian mendasari penulis untuk meneliti tentang
politik tata ruang (relasi kekuasaan antara Eksekutif dan Legislatif dalam
penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kabupaten Gowa).
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis
mengangkat beberapa hal pokok yang dijadikan permasalahan sebagai bahan
penelitian yakni:
Bagaimana relasi kekuasaan antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten
Gowa dalam Penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk
perumahan?
14Muslim bin Al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qasyairi an-Nasaiburi, al-Musnadu, al-
Sahih al-Mukhtasr Binaqli al-‘Adal ila Rasulillah Sallahu ‘Alihi Wasallam, Jus V (Dar Ihyal
at-Thiras al-‘arbi: Bairut, 261H), h.1471.
15 Repunlik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, bab I pasal 19.
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C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan masalah penelitian di atas, maka adapun tujuan dari
penelitian ini yaitu:
Untuk mengetahui relasi kekuasaan antara Pemerintah dan DPRD
Kabupaten Gowa dalam Penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan tanah
untuk perumahan.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang
bermanfaat kepada semua pihak secara umum yaitu:
1. Bagi penulis dapat mengasah dan meningkatkan serta mengembangkan
kemampuan berpikir penulis melalui penulisan ilmiah.
2. Memberikan bahan masukan dan bahan pertimbangan pada pihak yang
berkepentingan  berkaitan dengan proses politik dalam tata ruang.
3. Dan diharapkan dapat menambah referensi skripsi dibidang ilmu politik.
Adapun manfaat teoritis, yaitu:
1. Menjelaskan secara akademik mengenai relasi kekuasaan antara
Pemerintah dan DPRD Kabupaten Gowa dalam Penerbitan izin
penggunaan dan pemanfaatan tanah.
2. Menjadi salah satu sumber tertulis mengenai relasi kekuasaan antara
Pemerintah dan DPRD Kabupaten Gowa dalam Penerbitan izin
penggunaan dan pemanfaatan tanah.
11
Manfaat Praktis, yaitu:
1. Sebagai salah satu prasyarat untuk memenuhi gelar sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar.
2. Membantu DPRD dan Pemerintah khususnya di Kabupaten Gowa
sebagai salah satu sumber rujukan bagi penerbitan izin penggunaan dan
pemanfaatan tanah.
E. Tinjauan Pustaka
Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh penulis mengenai politik
tata ruang (relasi kekuasaan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Gowa
dalam penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan tanah) maka ada
beberapa penelitian sebelumnya terkait judul yang diangkat penulis, yaitu:
1. “Jurnal yang berjudul Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah
dalam Pembuatan Kebijakan Kemiskinan di Provinsi Sulaswesi Barat”
oleh Juanda Nawawi. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukkan
bahwa hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah adalah hubungan
diametral. Hubungan dapat dilihat dari penyerapan aspirasi masyarakat,
penyampaian kebijakan umum APBD (KUA) prioritas dan plafon
anggaran sementara (PPAS) oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk
dibahas dan disepakati. Selanjutnya pemerintah daerah mengajukan
rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen-
dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui
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menjadi perda. Aparatur pemerintah daerah dan anggota DPRD dalam
pembuatan APBD tahun 2013 berpedoman pada peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan APBD, dan
tetap memperhatikan beberapa prinsip good governance yaitu partisipasi
masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. APBD tahun 2013 yang
terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah relatif
masih kecil kontribusinya dalam pengentasan kemiskinan, namun ada
program pemerintah daerah provinsi Sulawesi Barat yaitu “Program
Bangun Mandar” yang berbasis pada pembangunan masyarakat yang
dilaksanakan oleh SKPD dengan menggunakan APBD untuk
penanggulangan kemiskinan di provinsi Sulawesi Barat. 16
2. “Jurnal yang berjudul Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala
Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah” Oleh Berny R. Mambu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara DPRD dan
pemerintah daerah merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara
dan bersifat kemitraan, artinya tidak saling membawahi. Berdasarkan
hasil penelitian bahwa pada prinsifnya eksistensi dari kepala daerah telah
mendafatkan pengaturan secara konstitusional dalam UUD 1945,
sedangkan eksistensi DPRD memperoleh pengaturan konstitusional
secarah lebih konkrit dalam UUD 1945 pasca amandemen, khususnya
16Juanda Nawawi, Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam
Pembuatan Kebijakan Kemiskinan di Provinsi Sulaswesi Barat, vo. 8 no. 1Januari 2015
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amandemen kedua yang secara tegas menyebutkan adanya Lembaga
DPRD.17
3. “Tesis yang berjudul Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) dan Kepala Daerah setelah Perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945” oleh Henry. Hasil dari penelitian ini
ditemukan bahwa Pola pengaturan hubungan DPRD dengan Kepala
Daerah mengalami pasang surut, hal ini dapat di lihat dari perkembangan
peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah mulai dari
Undang-undang No. 1 Tahun 1945 Tentang Komite Nasional Daerah,
Undang-undang No. 22 Tahun 1948 Tentang Pokok Pemerintahan
Daerah, Undang-Undang No.1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah, Undang-undang No.18 Tahun 1965 Tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang No.5 Tahun 1974
Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-undang No.22
Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang No.32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan DPRD dengan
Kepala Daerah setelah amandemen UUD 1945 dapat kita lihat dalam
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
yang mengatur hubungan antara eksekutif (Kepala Daerah) dengan
legislatif (DPRD) di daerah yaitu meliputi hubungan tugas
17 Beny R Mambu, Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah
dalam Sistem Pemerintahan Daerah, vol. XX, no.3 Juni, 2012
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kewenangan,hubungan pengawasan, hubungan mekanisme
pemberhentian dan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah; dan
hubungan pertanggungjawaban.18
4. “Tesis yang berjudul Politik Tata Ruang: Relasi Kekuasaan antara
Korporasi, DPRD, dan Pemerintah Kota Surabaya dalam penerbitan ijin
pengelolaan dn pemanfaatan lahan di kota Surabaya” Oleh Wira Yudha
Alam, S.Ip.,M.S.M. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian kualitatif deskriptif untuk menjelaskan dinamika relasi
kekuasaan DPRD Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya dan
Korporasi yang ada di Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
dinamika relasi antara korporasi, DPRD, dan pemerintah Kota Surabaya
terjadi khususnya dalam kebijakan penerbitan perijinan pemanfaatan dan
pengelolaan lahan yang dilakukan oleh korporasi properti. Korporasi
properti telah membangun jejaring kekuasaan baik ditingkat eksekutif
maupun legislatif sehingga kepentingan korporasi lebih mudah
terakomodasi. Selain itu dampak relasi tersebut maka penataan ruang
perkotaan Surabaya lebih mengutamakan kepentingan kapital dari
18 Henry, Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala
Daerah setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
(Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2012).
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korporasi properti sehingga ruang untuk masyarakat kelas bawah tidak
menjadi prioritas kebijakan pemerintah kota.19
5. “Skripsi yang berjudul Politik Ketahanan Pangan di Kabupaten Gowa
(Studi tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Gowa)” Oleh
Muh. Wisdariansyah A. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alih
fungsi lahan pertanian mempengaruhi ketahana n pangan di Kecamatan
Somba Opu. Alih Fungsi lahan yang terjadi menyebabkan produksi
pangan tidak mampu mengimbangi jumlah konsumsi dikarenakan jumlah
penduduk yang terus mengalami peningkatan sedangkan jumlah produksi
sempat mengalami penurunan walaupun dibeberapa tahun terus
meningkat tetapi belum mampu mencukupi kebutuhan pangan di
Kecamatan Somba Opu. Dengan melihat bahwa hal ini dapat menjadi
masalah di masa mendatang pemerintah melakukan beberapa dengan
mengupayakan penganekaragaman konsumsi pangan sehingga tidak
terlalu cenderung pada jenis pangan tertentu, melaksanakan program One
day no Rice yakni ada sehari tanpa mengkomsumsi nasi dan
mengupayakan masyarakat Kecamatan Somba Opu untuk memanfaatkan
halaman rumah guna menghasilkan tanaman pangan.20
19 Wira Yudha Alam, Politik Tata Ruang: Relasi Kekuasaan antara Korporasi,
DPRD, Dan Pemerintah Kota Surabaya dalam penerbitan ijin pengelolaan dan
pemanfaatan lahan di Kota Surabaya, (Tesis Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Airlangga 2016).
20Muh Wisdariansyah A, Politik Ketahanan Pangan di Kabupaten Gowa(Studi
tentang alif fungsi lahan pertanian di Kabupaten Gowa), (Skripsi Sarjana Fakultas
Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2015).
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan beberapa peneliti di atas,
sebenarnya masih banyak penelitian yang belum Penulis Sebutkan disini,
terutama penelitian tentang relasi kekuasaan antara DPRD dan Pemerintah.
Namun yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan difokuskan
dalam penelitian ini, cukup memadai dan penelitian diatas jelas belum ada
yang khusus membicarakan tentang relasi kekuasaan antara eksekutif dan
legislatif dalam Penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai
lahan untuk membangun perumahan di Kabupaten Gowa. Sehingga Penulis







Menurut Michael Foucault dalam buku Filsafat modern mengartikan
relasi kekuasaan adalah bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh Negara,
sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan ada dimana-mana, karena kekuasaan
adalah satu dimensi dari relasi, dimana ada relasi disana ada kekuasaan. Dia
tidak menguraikan apa itu kuasa, tetapi bagaimana kuasa itu berfungsi pada
bidang tertentu.1
Konsep kekuasaan Michael Foucault memiliki pengertian yang
berbeda dari konsep kekuasaan yang mewarnai perspektif politik dari sudut
pandang Marxian dan Weberian. Kekuasaan bagi Foucault tidak dipahami
dalam satu hubungan kepemilikan sebagai property, perolehan, atau hak
istimewa yang dapat digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat dan yang
dapat terancam punah.
Kuasa itu ada dimana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara
pembagian kekuasaan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari
kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini
1 K. Bertens, FIlsafat Barat Kontenporer Prancis, (Jakarta: Gramedia, 2001), h.24.
18
berlangsung dimana-mana dan disana terdapat system, aturan, susunan dan
regulasi. Kekuasaan ini tidak dapat diluar, melainkan kekuasaan menentukan
susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari dalam dan memungkinkan
semuanya terjadi. Salah satu yang berpengaruh dalam relasi kuasa adalah
pengaruh atas kapitalis, baik berupa asset, uang, dan sarana fisik lainnya.2
Konsep kekuasaan mempunyai sifat yang mendasar dalam ilmu sosial
pada umumnya, dan ilmu politik pada khususnya. Sebagian kalangan
mengidentifikasikan bahwa politik (politics) adalah kekuasaan itu sendiri
meski ilmu politik tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan semata, tetapi
kekuasaan telah menjadi gejala sentral dalam ilmu politik dan terus menjadi
sesuatu yang selalu hangat diperdebatkan dalam sejumlah kajian para ilmuan
politik, kekuasaan telah ditafsir secara beragam khususnya berkaitan dengan
hakikat kekuasaan, namun secara umum, kekuasaan dianggap sebagai
kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tindakan pelaku lain sedemikian
rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan
dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.3
Kekuasaan adalah Kemampuan seseorang atau sekelompok orang
untuk mengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan
2Michael Foucault, Seks dan Kekuasaan, Terj. S.H. Rahayu (Jakarta:
Gramedia,2000)h.144.
3Syarifuddin Jurdi,Ilmu politik Profetik,(Makassar: Laboratorium Ilmu Politik,
2015), h.35.
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keinginan para pelaku.4 Kekuasaan dijalankan bukan hanya melalui
pengutamaannya, melainkan juga kondisi-kondisi yang memungkinkan.
Dimana Foucault melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang maha hadir dalam
masyarakat. Karena sama-sama terikat dengan kondisi-kondisi relasi sosial
secara umum.5
2. Teori Ruang
Dalam teori teori ruang yang dirumuskan beberapa ilmuan social
kritis, ruang selalu diyakini sebagai hasil dari kontruksi sosial, dan relasi-
relasi sosial yang dinamis dan terus berubah  dan selalu bertaut dengan
pertanyaan seputar kekuasaan dan simbolisme. Ruang dengan manusia itu
selalu berdialog. Bahkan bagi Henri Lefebvre, salah seorang teoretikus neo-
Marxian terkemuka, ruang bukan hanya sekedar sesuatu yang dapat
dikonsumsi semata, tetapi ruang juga dijadikan alat kekuasaan untuk meraih
kendali atas ruang yang semakin besar oleh kelas-kelas yang berkuasa.
Tesis penting Henri lafebvre yang dijabarkan  dalam karya magnum
opusnya berjudul “The Production of Space”. Tesis penting Lefebvre dalam
karya monumentalnya ini, dalah pandangannya yang menempatkan ruang
sebagai prosuk sosial. Menurut Lafebvre, produksi ruang itu selalu terikat
pada realitas sosial yang melingkupinya. Ruang tidak pernah mampu
4Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2008), h.17.
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mengandalkan “dirinya sendiri” atau mewujud secara alamiah. Pemahaman
mengenai ruang seperti ini, bukan tidak memiliki konsekkwensi, dengan kata
lain, ruang itu bersipat “politis”.
Ruang kata Lafebvre, seringkali seperti alat berfikir dan bertidak.
Ruang mampu mengarahkan orang untuk berfikir dan bertindak dalam hidup
kesehariannya, karena ruang memang dimaksudkan untuk control dan
dominasi. Ruang bukan sebuah “kotak” yang steril dan netral, melainkan, ia
selalu merupakan sesuatu yang tak sederhana dan selalu bertaut erat dengan
persoalan “kekuasaan”.
Menurut Lafebvre, ruang sebagai produk sosial, diproduksi melalui
momen-momen produksi ruang. Terkait hal ini, Lefebvre merujuk pada tiga
konsep yang kerap disebut dengan konsep triadic/tripartit yaitu: praktik
spasial (special practice), representasi ruang (representation of space) dan
ruang representational (space of representational). Ketiganya ini merupakan
suatu kesatuan yang saling terkait, tak dapat dipisahkan  satu sama lain, dan
bersifat determinan. Menurut Lafebvre, representasi ruang merupakan ruang
normatif, ruang ideal, ruang konseptual yang dirumuskan oleh para arsitek,
pengembang teknokrat, ahli planologi dan para professional lainnya. Ruang
abstraksi ini dalam pikiran para ahli dan professional tersebut hanya mungkin
dikonkritkan melalui sistem representasi dan tanda-tanda yang spesifik. Ruang
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representational merupakan ruang yang secara langsung di tempati dan
ditinggali oleh warga dan penggunanya.6
Dari Teori diatas penulis dapat menarik sedikit kesimpulan bahwa
Teori ruang menurut Henri Lefebre menjelaskan bahwa ruang tidak terlepas
secara korelatif dengan konteks politik, dan konteks politik melingkupi
bagian-bagian dari arena spasial.
3. Teori Good Governance
Menurut World Bank, kata governance di artikan sebagai “the way
state power is used inmanaging economic and social resources for
development society”. Dari pengertian diatas diperoleh gambaran bahwa
“Governance adalah cara, yakni cara bagaimana kekuasaan negara digunakan
untuk mengelola sumberdaya-sumber daya ekonomi dan sosial guna
pembangunan masyarakat. Sejalan dengan pendapat World Bank diatas,
UNDP mengmukakan definisi Governance sebagai “the exercise of political,
economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all
levels”. Dengan demikian kata governance berarti penggunaan atau
pelaksanaan, yakni penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan
administratif untuk mengolah masalah-masalah nasional pada semua
tingkatan. Disini tekanannya pada kewenangan, kekuasaan yang sah atau
6 Kamil Alfi Arifin, Perumahan Muslim dan Politik Ruang di Yogyakarta, volume
IV,no. 1, Januari 2017.
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kekuasaan yang memiliki legitimasai. Berbicara kewenangan berarti
menyangkut dominan sektor publik.7
Menurut UNDP, Governance didukung oleh tiga kaki yakni politik,
ekonomi serta administrative. Kaki pertama yaitu tata pemerintahan dibidang
politik dimaksudkan sebagai proses-proses pembuatan keputusan untuk
formulasi kebijakan publik, baik yang dilakukan oleh birokrasi sendiri
maupun birokrasi bersama-sama politisi. Partisipasi masyarakat dalam proses
pembuatan tataran implementasi seperti yang selama ini terjadi, melainkan
mulai dari formulasi, evaluasi sampai pada implementasi.8
Menurut Achmad Santosa, governance memiliki standar dan ukuran
tersendiri untuk dapat dikatakan baik. Adapun kriteria governance itu sendiri
apabila memenuhi kriteria berikut:
a. Sumber daya ataupun masalah-masalah public dikelola secara
efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
b. Pengelolaan dilakukan secara efisien dan responsif, dilandasi oleh
iklim politik yang demokratis.
7Syahrir Karim, Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal. (Makassar:
Alauddin Uiversity Press, 2012), h.97.
8Syahrir Karim, Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal,(Makassar:
Alauddin University Press,2012), h. 97.
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c. Sumber daya dan masalah politik tersebut dikelola secara
transparan, partisipatif, dan akuntabel.9
4. Komunikasi Politik
Dalam buku sosiologi Politiknya, Rush dan Altoff memberi pengertian
komunikasi politik sebagai suatu proses di mana informasi politik yang
relevan diteruskan dari suatu bagian lainnya, dan di antara sistem sosial dan
sistem politik. Deustesch memberi batasan komunikasi politik sebagai
transmisi informasi yang relevan secara politik dari suatu bagian sistem
politik kepada bagian sistem politk yang lain, dan antara sistem sosial dan
sistem politik. Menurut Cagara perbedaan komunikasi politik dengan
komunikasi lainnya adalah pada sifat dan isi pesannya.10
Susanto mendefinisikan komunikasi politik sebagai “komunikasi yang
diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga
masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komuniasi ini, dapat mengikat
semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama.” Sedangkan
dilihat dari sisi kegunaannya, menurut Kantaprawira, komunikasi politik
berguna untuk “menghubugkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat,
baik pikiran intragolongan, institute, asosiasi, ataupun sektor kehidupan
politik masyarakat dengan sektor pemerintahan.”11
9Anggiani Alamsyah. Etika Politik (Makassar: Alauddin Press, 2012), h.168.
10Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Kencana, 2010), h.207.
11Asep Saeful Muhtadi, Komunikasi Politik Indonesia, (Bandung:Remaja
Rosdakaria, 2008), h.30.
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Hendrik P. Bang mengategorikan komunikan politik lebih luas lagi
berdasarkan perspektif fungsi pemerintah dalam konteks pembangunan
komunikasi politik. Menurutnya, pemerintah yang baik harus membangun a
commucatife relationship dengan berbagai kehidupan yang ada dinegaranya,
mulai dari individu, kelompok, sampai pada institusi-institusi, baik yang
menjadi bagian dari hierarki pemerintah maupun institusi lainnya.12
Posisi penting komunikasi politik terutama sebagai jembatan untuk
menyampaikan pesan-pesan yang dapat memfunsikan kekuasaan. Proses ini
berlangsung disemua tingkat masyarakat dan setiap tempat yang
memungkinkan terjadinya pertukaran informasi diantara individu-individu
dengan kelompok-kelompoknya bahkan diantara anggota masyarakat dengan
para penguasanya.13
Kajian komunikasi politik adalah kajian tentang hakikat kehidupan
manusia untuk mempertahankan hidup dalam lingkup berbangsa dan
bernegara. Hakikat kehidupan sebagi motif atau sebagai das wollen
(keinginan) yang mendorong manusia untuk berkiprah yang mengarah pada
terpenuhinya das wollen terebut.14
12Mahi M Hikmat, Komunikasi Politik, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h.49.
13Asep Saeful Muhtadi, Komunikasi Politik Indonesia, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2008), h.29.




















A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Pada penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif.
Bodgan dan Taylor mendefinisikan bahwa metode kualitatif adalah metode
yang menjadi prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.1
Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami
(understandable) dan jika memungkinkan dapat menghasilkan hipotesis baru.2
Menurut Lexi J. Moleong, Penelitian kualitatif yakni penelitian yang
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek
penelitian. Misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara
holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada
suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai
metode alamiah.3 Lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Gowa tepatnya di
DPRD Kabupaten Gowa, Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa,
Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa,
1 Bogdan Taylor, Methode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
1996), h.31.
2 Muriati Samsudding, dkk, Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal:
Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method, (Bandung: Wadegroup),
h.19.
3 Lexy J. Moleong, Metode penelitian kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdayaksa,
2000), h.6.
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa, Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa.
B. Metode Pengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila
peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan
jumlah respondennya sedikit/kecil.4 Wawancara dapat diartikan sebagai suatu
cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden
dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka.5
Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak
terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun
dengan menggunakan telepon.6 Teknik wawancara yang digunakan Penulis
adalah wawancara tak terstruktur atau lebih dikenal dengan wawancara
mendalam. Wawancara ini lebih mirip dengan wawancara informal. Metode
ini bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua
informan, tetapi susunan kata dan urutannya sesuasi dengan ciri-ciri setiap
4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2014), h.137.
5 Muriati Samsudding, dkk. Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal:
Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, pengembangan dan Mix Method (Bandung: Wadegroup,
2015), h. 55.
6 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2014), h.138.
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informan.7 Penulis akan secara langsung melakukan wawancara dengan
informan kunci yaitu dalam hal ini orang yang dianggap paham dan
mengetahui masalah yang akan diteliti dengan mengajukan beberapa
pertanyaan yang mendalam. Informan yang terpilih yaitu: Pemerintah dan
DPRD Kabupaten Gowa.
2. Observasi
Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu
proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses
biologis dan psikhologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses
pengamatan dan ingatan.8 Teknik Observasi yang digunakan dalam penelitian
ini adalah nonpartisipan, yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung di dalam
aktivitas subjek observasi. Adapun yang menjadi objek observasi adalah
Perumahan Zarindah Permai Samata terkait relasi antara DPRD dan
Pemerintah Kabupaten Gowa dalam penerbitan izin penggunaan dan
pemanfaatan tanah untuk perumahan.
3. Dokumentasi
Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang
yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki
benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah,document, peraturan-
7 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2013), h.181.
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2014),h.145.
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peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.9 Hasil penelitian dari
observasi dan wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung
oleh dokumentasi seperti hasil rapat, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,
Undang-Undang dan dokumen-dokumen terkait izin penggunaan dan
pemanfaatan tanah.
C. Sumber Data
Penelitian dilakukan dengna menggunakan dua jenis sumber data yang
diperlukan yaitu:
1. Data Primer
Data Primer dikumpulkan melalui studi lapangan yang diperoleh dari
narasumber dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara
mendalam.10 Data Primer adalah data yang dikumpulkan tangan pertama oleh
ahli analisis. Data primer mempunyai keuntungan-keuntungan Karena secara
unik sesuai dengan objektif dari riset yang diusulkan serta karena
dikumpulkan dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan dan dikontrol oleh
ahli analisis.11
2. Data Skunder
Data skunder diperoleh dengan membaca buku, karya tulis ilmiah, dan
berbagai literature-literatur yang lainnya yang memiliki hubungan dengan
9 Lexy J.Moleong, Methode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja
Rosdakarya,2000) h.168.
10 Cholid Narbuko, dkk, Metodologi Penelitian, (Jakarta: BUmi Aksara, 2003), h. 83.
11 Robert R. Mayer, Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial,(Jakarta: Pustekkom
Dikbud, 1980), h.361.
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tulisan ini.12 Data Skunder adalah data yang dikumpulkan yang dikumpulkan
untuk suatu maksud yang lain tetapi digunakan kembali oleh oleh ahli analisis
dalam suatu desain riset yang baru. Seperti Jurnal terkait dengan masalah
yang akan diteliti penulis.13
D. Teknik Analisis Data
Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data
dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian
dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang
disarankan oleh data.14 Pengerjaan analisis data dalam hal ini mengatur,
mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data
yang terkumpul baik dari catatan lapangan, gambar, foto, atau dokumen
berupa laporan. Untuk melaksanakan analisis data kualitatif, maka perlu
ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Reduksi Data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan
demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih
12 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu
Komunikasi dan Ilmu Sosial (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004), h.190.
13 Robert R. Mayer, Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial,(Jakarta: Pustekkom
Dikbud, 1980), h.361.
14 Noeng Muhajjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake
Selatan, 1998), h.108.
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jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya,dan mencari bila diperlukan.15
2. Penyajian Data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa
dilakukan dalam bentuk uraitan singkat, bagan, hubungan antara kategori,dan
sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam
penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan
mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami tersebut.16
3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data)
Menurut Miles dan Huberman dalam harun Rasyid mengungkapkan,
bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk
mengartikan data yang ditampilkan dan melibatkan pemahaman peneliti.17
Kesimpulan yang ditetapkan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang
valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data
maka kesimpulan merupakan kesimpulan kredibel.18 Pada tahap ini dilakukan
15 Sugiono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, (Bandung:
Alfabeta,2015), h.247.
16 Sugiono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, (Bandung:
Alfabeta,2015), h.247.
17 Harun Rasyid, Metode penelitian kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama
(Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h. 71.
18 Sugiono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, (Bandung:
Alfabeta,2015), h.99.
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pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data teori
pembanding tertentu melakukan proses member check atau melakukan proses
pengecekanulang, mulai dari pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara,
observasi dan dokumentasi, dan membuat kesimpulan umum untuk
dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.
4. Triangulasi Data
Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik
pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Bila peneliti melakukan
pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti
mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagi
teknik pengupulan data dan sumber data.19
Dalam hal triangulasi, Susan Stainback menyatakan bahwa tujuan dari
triangulasi data bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena,
tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah
ditemukan. Tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari
kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subjek terhadap dunia sekitarnya.20
Dalam memahami dunia sekitarnya, mungkin apa yang dikemukakan
informan salah, karena tidak sesuai dengan teori, tidak sesuai dengan hukum.
19 Sugiono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, (Bandung:
Alfabeta,2015), h.241.




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kabupaten Gowa
1. Sejarah Kabupaten Gowa
Dalam khasanah sejarah nasional, nama Gowa sudah tidak asing lagi.
Mulai abad ke-15, Kerajaan Gowa merupakan kerajaan maritim yang besar
pengaruhnya di perairan Nusantara. Bahkan dari kerajaan ini juga muncul
nama pahlawan nasional yang bergelar Ayam Jantan dari Timur, Sultan
Hasanuddin, Raja Gowa XVI yang berani melawan VOC Belanda pada tahun-
tahun awal kolonialisasinya di Indonesia. Kerajaan Gowa memang akhirnya
takluk kepada Belanda lewat Perjanjian Bungaya. Namun meskipun sebagai
kerajaan, Gowa tidak lagi berjaya, kerajaan ini mampu memberi warisan
terbesarnya, yaitu Pelabuhan Makassar. Pelabuhan yang kemudian
berkembang menjadi Kota Makassar ini dapat disebut anak kandungnya,
sedangkan Kerajaan Gowa sendiri merupakan cikal bakal Kabupaten Gowa
sekarang.
Kota Makassar lebih dikenal khalayak dibandingkan dengan
Kabupaten Gowa. Padahal kenyataannya sampai sekarang Kabupaten Gowa
ibaratnya masih menjadi ibu bagi kota ini. Kabupaten yang hanya berjarak
tempuh sekitar 10 menit dari Kota Makassar ini memasok sebagian besar
kebutuhan dasar kehidupan kota. Mulai dari bahan material untuk
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pembangunan fisik, bahan pangan, terutama sayur-mayur, sampai aliran air
bersih dari Waduk Bili-bili.
Kemampuan Kabupaten Gowa menyuplai kebutuhan bagi daerah
sekitarnya dikarenakan keadaan alamnya. Kabupaten seluas 1.883,32
kilometer persegi ini memiliki enam gunung, di mana yang tertinggi adalah
Gunung Bawakaraeng. Daerah ini juga dilalui Sungai Jeneberang yang di
daerah pertemuannya dengan Sungai Jenelata dibangun Waduk Bili-bili.
Keuntungan alam ini menjadikan tanah Gowa kaya akan bahan galian, di
samping tanahnya subur.
Adapun raja yang pernah memimpin Kerajaan Gowa, yakni:
1. Tumanurunga (+ 1300)2. Tumassalangga Baraya
3. Puang Loe Lembang
4. I Tuniatabanri
5. Karampang ri Gowa
6. Tunatangka Lopi (+ 1400)
7. Batara Gowa Tuminanga ri Paralakkenna
8. Pakere Tau Tunijallo ri Passukki
9. Daeng Matanre Karaeng Tumapa'risi' Kallonna (awal abad ke-16)
10. I Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiyung Tunipallangga Ulaweng
(1546-1565)
11. I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibatte
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12. I Manggorai Daeng Mameta Karaeng Bontolangkasa Tunijallo (1565-
1590).
13. I Tepukaraeng Daeng Parabbung Tuni Pasulu (1593).
14. I Mangari Daeng Manrabbia Sultan Alauddin Tuminanga ri Gaukanna.
Berkuasa mulai tahun 1593 - wafat tanggal 15 Juni 1639. Merupakan
penguasa Gowa pertama yang memeluk agama Islam.
15. I Mannuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiyung Sultan Malikussaid
Tuminanga ri Papang Batuna. Lahir 11 Desember 1605, berkuasa mulai tahun
1639 hingga wafatnya 6 November 1653.
16. I Mallombassi Daeng Mattawang Karaeng Bonto Mangape Sultan
Hasanuddin Tuminanga ri Balla'pangkana. Lahir tanggal 12 Juni 1631,
berkuasa mulai tahun 1653 sampai 1669, dan wafat pada 12 Juni 1670.
17. I Mappasomba Daeng Nguraga Sultan Amir Hamzah Tuminanga ri Allu'.
Lahir 31 Maret 1656, berkuasa mulai tahun 1669 hingga 1674, dan wafat 7
Mei 1681. 1. I Mallawakkang Daeng Mattinri Karaeng Kanjilo Tuminanga ri
Passiringanna.
18. Sultan Mohammad Ali (Karaeng Bisei) Tumenanga ri Jakattara. Lahir 29
November 1654, berkuasa mulai 1674 sampai 1677, dan wafat 15 Agustus
1681.
19. I Mappadulu Daeng Mattimung Karaeng Sanrobone Sultan Abdul Jalil
Tuminanga ri Lakiyung. (1677-1709).
20. La Pareppa Tosappe Wali Sultan Ismail Tuminanga ri Somba Opu (1709-
1711)
21. I Mappaurangi Sultan Sirajuddin Tuminang ri Pasi
22. I Manrabbia Sultan Najamuddin
23. I Mappaurangi Sultan Sirajuddin Tuminang ri Pasi. (Menjabat untuk
kedua kalinya pada tahun 1735)
24. I Mallawagau Sultan Abdul Chair (1735-1742)
25. I Mappibabasa Sultan Abdul Kudus (1742-1753)
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26. Amas Madina Batara Gowa (diasingkan oleh Belanda ke Sri Lanka)
(1747-1795)
27. I Mallisujawa Daeng Riboko Arungmampu Tuminanga ri Tompobalang
(1767-1769)
28. I Temmassongeng Karaeng Katanka Sultan Zainuddin Tuminanga ri
Mattanging (1770-1778)
29. I Manawari Karaeng Bontolangkasa (1778-1810)
30. I Mappatunru / I Mangijarang Karaeng Lembang Parang Tuminang ri
Katangka (1816-1825)
31. La Oddanriu Karaeng Katangka Tuminanga ri Suangga (1825-1826)
32. I Kumala Karaeng Lembang Parang Sultan Abdul Kadir Moh Aidid
Tuminanga ri Kakuasanna (1826 - wafat 30 Januari 1893)
33. I Malingkaan Daeng Nyonri Karaeng Katangka Sultan Idris Tuminanga ri
Kalabbiranna (1893- wafat 18 Mei 1895)
34. I Makkulau Daeng Serang Karaeng Lembangparang Sultan Husain
Tuminang ri Bundu'na. Memerintah sejak 18 Mei 1895, dimahkotai di
Makassar pada 5 Desember 1895. Ia melakukan perlawanan terhadap Hindia
Belanda pada 19 Oktober 1905 dan diberhentikan dengan paksa oleh Hindia
Belanda pada 13 April 1906. Ia meninggal akibat jatuh di Bundukma, dekat
Enrekang pada 25 Desember 1906.
35. I Mangimangi Daeng Matutu Karaeng Bonto Nompo Sultan Muhammad
Tahur Muhibuddin Tuminanga ri Sungguminasa (1936-1946).
36. Andi Ijo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul
Kadir Aidudin (1956-1960) merupakan Raja Gowa terakhir, meninggal di
Jongaya pada 1978.
37. Andi Maddusila Patta Nyonri Karaeng Katangka Sultan Alauddin II yang
kemudian berganti nama I Kumala Andi Idjo Sultan Kumala Idjo Batara
Gowa III Daeng Sila Karaeng Lembang Parang.
Adapun pejabat pemerintah sejak terbentuknya Kabupaten Gowa hingga
saat ini adalah sebagai berikut:
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1. Andi Ijo Karaeng Lalolang (1957-1960)
2. Andi Tau (1960-1967)
3. K.S. Mas’ud (1967-1976)
4. H. M. Arief Sirajuddin (1976-1984)
5. A. Kadir Dallr (1984-1989)
6. A. Aziz Umar (1989-1994)
7. Syahrul Yasin Limpo (1994-2002)
8. Hasbullah Jabar (2002-2004)
9. Andi Baso Machmud (2005 (caretaker)
10. H. Ichsan Yasin limpo, SH (2005-2010)
11. H. Ichsan Yasin Limpo, SH,MH (2010-2015)
12. Adnan Purichta Ichsan YL (2015-Sekarang)
2. Letak Geografis
Kabupaten Gowa, secara geografis terletak pada 120º33’19” sampai
dengan 130º15’17” Bujur Timur dan antara 5º5’ sampai 5º34’7” Lintang
Selatan, dengan luas wilayah daratan kurang lebih seluas 1.883 km2 dengan
batas-batas sebagai berikut :
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Walenrang Kota Makassar dan
Kabupaten Maros
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 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng
dan Kabupaten Bulukumba
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten
Jeneponto.
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.
3. Wilayah Administratif dan Kependudukan
Secara Administrasi, wilayah Kabupaten Gowa beribukota di
Sungguminasa terbagi menjadi 18 (Delapan Belas) kecamatan dan 167
desa/kelurahan (Gambar 1). Kecamatan Tinggimoncong merupakan
kecamatan terluas yaitu 275.63 km2 atau 14.64 %, sedangkan Kecamatan
Barombong adalah yang terkecil yakni 20.67 km2.
Gambar 4.1
Peta Administratif Kabupaten Gowa
Suber: Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan Kab. Gowa
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Penduduk sebagai objek sekaligus subjek pembangunan merupakan
aspek utama yang mempunyai peran penting dalam pembangunan. Oleh
karena itu data penduduk sangat dibutuhkan dalam perencanaan
pembangunan. Pada tahun 2014 jumlah penduduk di Kabupaten Gowa yakni
686.210 jiwa. Dilihat dari persebaran penduduk di Kabupaten Gowa,
Kecamatan Somba Opu merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk
tertinggi, yaitu sebesar 136.995 jiwa dan Kecamatan Parigi adalah kecamatan
dengan jumlah penduduk terendah terendah, yaitu hanya sebesar 13.764 jiwa.
Laju pertumbuhan penduduk merupakan barometer untuk
menghitung besarnya semua kebutuhan yang diperlukan masyarakat, seperti
perumahan, sandang, pangan, pendidikan dan sarana penunjang lainnya.
Berdasarkan hasil registrasi penduduk, Jumlah penduduk Kabupaten Gowa
dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 mengalami
peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan peduduk sekitar 2,4%. Total
jumlah penduduk tersebut di tahun 2009 sebesar 594.423 jiwa dan meningkat
terus di tahun 2014 menjadi 686.210 jiwa.
Peningkatan jumlah penduduk yang paling signifikan terjadi di
Kecamatan Somba Opu yaitu sebesar 96.070 jiwa di tahun 2007 dan terus
meningkat hingga tahun 2014 mencapai 136.995 jiwa. Hal ini terjadi karena
pesatnya pembangunan perumahan di Kecamatan Somba Opu. Perkembangan







































































































Jumlah 1.8883,33 686.2 15.618
Sumber: Kabupaten Gowa dalam Angka 2015
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B. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Menurut Undang-undang nomor 26 Tahun 2007  Pasal 25:
(1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:
a. Rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah
provinsi;
b. pedoman dan petunjuk pelaksanaanbidang penataan ruang; dan
c. rencana pembangunan jangka panjang daerah
(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kaupaten harus memerhatikan:
a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi
penataan ruang kabupaten;
b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
kabupaten;
c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
f. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan
g. rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.
Penjelasan pasal 23 ayat (2)
Huruf d
Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten diatur berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang penyusunannya dikoordinasikan
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oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
bidang lingkungan hidup.
Mengenai apa saja yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten ditegaskan dalam pasal 26 berikut ini.
(1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:
a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah
kabupaten;
b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi system
perkotaaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan pedesaan
dan system jaringan prasarana wilayah kabupaten;
c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan
lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;
d. Penetapan kawasan strategis kabupaten;
e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi idikasi
program utama jangka menengah lima tahunan; dan
f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan
perizinan, ketentuan insentif dan disentif, serta arahan sanksi.
(2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
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c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di
wilayah kabupaten;
d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar
sector;
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.
(3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk
penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi
pertanahan.
(4) Jangkawaktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah dua puluh
tahun.
(5) Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) ditinjau kembali dalam satu kali lima tahun.
(6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu dan berkaitan dengan
bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan  dan/atau perubahan batas territorial Negara,
wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan
undang-undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau
kembali lebih dari satu kali dalam lima tahun.
(7) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan
daerah kabupaten.
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Penjelasan lebih lanjut tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten, ditegaskan dalam penjelasan Pasal 26 sebagai berikut:
Pasal 26 ayat (1)
Huruf b
Struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran
sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana
wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah
kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan
wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala
kabupaten yang meliputi system jaringan transportasi,
system jaringan energi dan kelistrikan, system jaringan
telekomunikasi, dan system jaringan sumberdaya air,
termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari
daerah aliran sungai. Dalam rencana tata ruang wilayah
kabupaten digambarkan system pusat kegiatan wilayah
kabupaten dan perletakan jaringan prasarana wilayah yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
pengembangan dan pengelolaannya merupakan
kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Rencana
struktur ruangwilayah kabupaten memuat rencana struktur
ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
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Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang
terkait dengn wilayah kabupaten yang bersangkutan.
Huruf c
Pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk
pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya
yang belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang wilayah
Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi. Pola
ruang wilayah kabupaten dikembangkan dengan
sepenuhnya memerhatikan pola ruang Wilayah Nasional
dan rencana tata ruang wilayah provinsi. Rencana pola
ruang wilayah kabupaten memuat rencana pola ruang yang
diterapkan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi yang
terkait dengan wilayah kabupaten yang bersangkutan.
Ayat (2)
Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman
bagi pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan
pembangunan dalam memanfaatkan ruang serta dalam
menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan
pemanfaatan ruang di daerah tersebut dan sekaligus
menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pengarahan
pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dalam
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pelaksanaan pembangunan selalu sesuai dengan rencana
tata ruang wilayah kabupaten.
Rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana
pembangunan jangka panjang daerah merupakan kebijakan
daerah yang saling mengacu. Penyusunan rencana tata
ruang wilayah kabupaten mengacu pada rencana
pembangunan jangka panjang kabupaten begitu juga
sebaliknya.
Ayat (5)
Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya
untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan
kebutuhan pembangunan yang memerhatikan
perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal
serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.
Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota berisi rekomendasi tindak lanjut
sebagai berikut:
a. Perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan
kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi yang
memengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
dan/atau terjadi dinamika internal kabupaten yang
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memengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara
mendasar.
b. Tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada
perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau
provinsi dan tidak terjadi dinamika internal kabupaten
yang memengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten
secara mendasar.
Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5
(lima) tahun dilakukan apabila strategi pemanfaatan ruang
dan struktur ruang wilayah kabupaten yang bersangkutan
menuntut adanya suatu perubahan yang mendasar sebagai
akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional dan/atau rencana tata ruang wilayah provinsi dan
dinamika pembangunan diwilayah kabupaten yang
bersangkutan. Peninjauan kembali dan revisi rencana tata
ruang wilayah kabupaten dilakukan bukan untuk
pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.
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C. Relasi kekuasaan antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten Gowa dalam
Penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk perumahan
Dalam hal urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kesatuan wadah yang meliputi
ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa
kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara
berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana
dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia 1945) yang menegaskan
bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat”.1
Pemahaman mengenai praktik tata ruang, khususnya dalam pembuatan
Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) suatu kota, dapat dilihat dengan
cara bagaimana ruang-ruang itu dikonstruksi dan diperebutkan oleh tiap-tiap
aktor berdasarkan kepentingannya yang diwujudkan dalam pendirian
bangunan. Proses mengonstruksi ruang itu erat kaitannya dengan relasi kuasa
antar aktor yang berada dalam pemerintahan.
1 Republik Indonesia, Undang-Undang  Dasar 1945, Bab XIV, Pasal 33
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Ruang adalah sebuah area dan alat yang berfungsi melestarikan
tatanan ekonomi-politik. Ruang itu memiliki karakteristik interaktif dari
investor/kapitalis (pengusaha), negara (pemerintah), dan masyarakat
(termasuk lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian di bidang
ekologi). Oleh sebab itu, konflik dan kontestasi antar aktor dalam praktik tata
ruang tidak bisa dihindari. Hal ini sejalan dengan gagasan Lefebvre (1974,
1991) yang mengatakan bahwa ruang adalah produk politik dan instrumen
bagi perubahan sosial ekonomi sehingga ruang itu tidak netral dan pasif.2
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Dearah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
perbantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Dearah adalah Gubernur,
bupati, dan Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan daerah.3 Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah
Dearah dan DPRD.4 Hubungan antara Pemerintah Dearah dan DPRD
merupakan mitra sejajar yang sama-sama melakukan tugas sebagai
penyelenggara pemerintahan daerah. Hubungan tercermin dalam pembuatan
2 Siti Aminah, “Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya”, Masyara
kat: Jurnal Sosiologi 20, no. 1 (Januari 2015): h.61.
3 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, bab I Pasal 1.
4 Repunlik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, bab I pasal 19.
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kebijakan daerah yang berupa Peraturan Daerah. Sebagaimana yang dikatakan
oleh Andi Lukman Naba selaku Sekretaris komisi 3 DPRD Kabupaten Gowa:
“Hubungan Keduanya saling mendukung bukan merupakan lawan atau
pesaing dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Jadi fungsi, dan
peran Kepala Dearah, perangkat daerah, dan DPRD dalam
menyelenggarakan pemerintahan daerah keduduknnya tidak saling
membawahi, namun terikat dalam satu sistem kemitraan.”5
Kegiatan penatagunaan tanah meliputi tiga hal, yaitu perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian. Dalam rangka menyerasikan penatahgunaan
tanah dengan rencana tata ruang wilayah, ketiga hal tersebut perlu
dikoordinasikan dengan instansi-instansi terkait dipusat dan di daerah. Dalam
perencanaan penatagunaan tanah, ada dua hal yang perlu dikoordinasikan
yaitu penyerasian konsepsi dan materi rencana penatagunaan tanah dengan
rencana tata ruang wilayah.6 Sebagaimana dikatakan oleh H. Muhammad
Natsir selaku kepala sub bidang infrastruktur dan kewilayahan Bappeda :
“Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda
merencanakan pembangunan kedepan misalnya merencanakan
pembangunan lima tahun, sepuluh tahun kedepan kan ada namanya di
revisi setiap lima tahun di revisi di ganti semua tahun ini tarolah saya
menanam gandum tahun depan ku bikin jadi rumah itu namanya
peninjauan kembali setiap 5 tahun kebetulan saya baru bahas kemarin
RTRW, Bappeda mengurus RTRW, Bappeda terima/menjembatani
misalkan saya ke Makassar rapat  ada yang mau dibangun WC umum
atau apasaja saya undang mi dinas terkait pak ada masalah seperti ini
ada kegiatan seperti ini caranya membangun seperti apa, kasih mi
materi-materi siapkan inita’ inita’, ajukan begitu ji, Bappeda
5 Andi Lukman Naba (48 tahun), Sekretaris komisi 3 DPRD Kabupaten Gowa,
Wawancara, Gowa, 12 Desember 2017 Pukul 10.35 Wita.
6Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah,(Jakarta: Rajagrafindo
Persada, 2008),h. 61.
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menjembatani, merencanakan, kita kawal dulu kalo tidak sesaui
dengan RTRW kita hentikan, kalo tdak sesuai ganti kasih begini-kasih
begini, sampai selesai kita awasi”7
Sesuai hasil yang di dapatkan Peneliti dilapangan, relasi kekuasaan
antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam penerbitan izin
penggunaan dan pemanfaatan tanah bisa berupa diterbitkannya izin untuk
Pengembang yang ingin melakukan pembangunan berupa perumahan sperti
Perumahan Zarindah Permai, Bakung Regency, Griya yuda Mas, Baruga
Samata atau sebaliknya tidak di terbitkannya izin untuk hal tersebut seperti
permohonan izin  untuk perumahan Bumi Cendana oleh PT Esada Saga
Pratama. Hasil dari proses penerbitan izin, yaitu:
1. Penerbitan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Perumahan
Penerbitan izin sebagai instrument pelaksanaan Undang-undang
Penataan Ruang dan hak atas tanah menjadi kewenangan yang dilaksanakan
oleh pemerintah kabupaten/kota. Proses pengeluaran izin diberikan melalui
berbagai pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna
tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan,
penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Abidin selaku Kepala seksi Penataan
Pertanahan BPN Kabupaten Gowa :
7H M Nasir (49 tahun), Kasubid Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA,
Wawancara, Gowa, 30 November 2017 Pukul 11.07.
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“Permohonan izin penggunaan dan pemanfaatan tanah Negara
diajukan secara tertulis kepada Bupati, permohonan izin memuat
keterangan mengenai identitas pemohon, mengenai data fisik letak
tanah dan perkiraan luas tanah, rencana penggunaan dan
pemanfaatan tanah, dan denah lokasi”8
Sebelum surat keputusan pemberian izin ditandatangani oleh
bupati/walikota (Sebelumnya ditandatangani oleh pejabat BPN), diadakan
rapat koordinasi  antar instansi terkait dengan kelayakan dari izin yang
dimohon. Rapat koordinasi ini juga disertai dengan konsultasi dengan
masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon.9
Sebagaimana yang dikatakan oleh Abidin selaku Kepala seksi Penataan
Pertanahan BPN Kabupaten Gowa :
“Jadi alur Penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan tanah atau
sering disebut dengan IPPT itu membutuhkan proses yang panjang
dan melibatkan banyak instansi pemerintah pertama harus ke Dinas
PU dan Tata Ruang untuk membuat Rekomendasi kemudian ada yang
namanya rapat koordinasi antar instansi untuk membahas berbagai
hal terkait penggunaan dan pemanfaatan tanahnya setelah itu ke
Bupati”10
Hal ini di perkuat ketika wawancara penulis dengan Iriani
Djamaluddin Selaku Kepala Bidang Tata Ruang  yang mengatakan
bahwasanya:
8Abidin (66 tahun) Kepala seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten
Gowa, Wawancara, Gowa, 11 Desember 2017 Pukul 13.32 Wita
9Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah,(Jakarta: Rajagrafindo
Persada, 2008), h.311-312.
10Abidin (66 tahun), Kepala seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Gowa, Wawancara, Gowa, 11 Desember 2017 Pukul 13.32 Wita
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“Jadi kita disini bekerja sesuai dengan tupoksi kalau misalkan kami tata
ruang ada kesesuasi ruang yang diminta seperti yang saya katakan tadi
ada Pengembang mau investasi ke Gowa biasanya mereka sebelum
investasi atau membeli suatu kawasan atau katakanlah dia mau
membangun membuat suatu  perumahan atau membuat industri mereka
datang kesini kalo saya dilokasi ini bu’ kira-kira kesesuaian ruangnya
bagaimana jadi itu nanti dia bersurat resmi ke Kadis PU nanti Kadis PU
disposisi ke kami ke Tata Ruang nanti kita jawab apakah sesuai degan
RTRW atau tidak karna kalau berbicara kesesuaian ruang menyangkut
rencana tata ruang dan wilayah”11
Setiap orang atau Badan Usaha yang akan atau telah
menggunakan/memanfaatkan tanah negara wajib memiliki surat izin Bupati.
Adapun proses penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan tanah, yaitu
sebagai berikut:
Tabel 4.2
Alur Penerbitan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
untuk Perumahan secara umum
Sumber: Temuan Penelitian
11Iriani Djamaluddin,Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PU dan Tata Ruang








TanahPejabat BPN Bupati Gowa
Tidak Ada Izin Pembangunan
Perumahan
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Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa, apabila Pengembang
ingin berinvestasi untuk membangun perumahan maka terlebih dahulu tanah yang
akan di gunakan di tinjau kesesuasiannya dengan perencanaan tata ruang untuk
selanjutnya mengajukan permohonan izin kemudian akan dimelakukan Rapat
Koordinasi antar Instansi, setelah tanah yang dimohonkan terbukti layak untuk di
banguni perumahan maka selanjutnya surat permohonan izin di bawa ke BPN
untuk untuk ditandatangani petugas BPN sebelum ditandatangani oleh Bupati dan
mendapat hak atas tanah untuk pembangunan perumahan.
Tabel 4.3
















Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa proses penerbitan izin
penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk perumahan tidak hanya melibatkan
Pemerintah daerah saja tapi DPRD juga memiliki peran dalam proses
penerbitan izin penggunaan dan pmeanfaatan tanah untuk perumahan secara
tidak langsung. Bagi pengembang atau investor yang tidak memperoleh izin
untuk membangun perumahan dapat mengambil langkah lain yaitu mengadu
ke DPRD secara formal dan legal untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya.
Sebagaimana yang dikatakan Andi Lukman Naba selaku sekretaris komisi 3
DPRD Kabupaten Gowa :
“DPRD Gowa merupakan bagian dari Pemerintahan daerah, selagi
kebutuhan itu untuk masyarakat maka kami akan merekomendasikan,
menfasilitasi pengembang mendengarkan aspirasi, melakukan rapat
dengar pendapat, yang untuk kemudian mencarikan solusi yang sesuai
aturan karena DPRD disini bukan lembaga teknis dan bukan lembaga
eksekusi, SKPD dipercayakan untuk memberikan Pelayanan Prima tanpa
administrasi yang berbelit-belit bagaimana caranya supaya investor
nyaman berusaha di Kabupaten Gowa jika ada temuan lokasi yang sesuai
tapi tidak diberikan izin maka akan diberikan teguran tapi selama ini
tidak ada didapati di Kabupaten Gowa”12
Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa Pemerintah dan DPRD
membukakan pintu bagi pengembang yang ingin berinvestasi di Kabupaten
Gowa. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Dearah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
perbantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
12 Andi Lukman Naba (48 tahun), Sekretaris komisi 3 DPRD Kabupaten Gowa,
Wawancara, Gowa, 12 Desember 2017 Pukul 10.35 Wita
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Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Dearah adalah Gubernur,
bupati, dan Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan daerah.13 Penyelenggara pemerintahan daerah adalah
Pemerintah Dearah dan DPRD.14 Hubungan antara Pemerintah Dearah dan
DPRD merupakan mitra sejajar yang sama-sama melakukan tugas sebagai
penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Andi
Lukman Naba selaku Sekretaris komisi 3 DPRD Kabupaten Gowa:
“Hubungan Keduanya saling mendukung bukan merupakan lawan
atau pesaing dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Jadi
fungsi, dan peran Kepala Dearah, perangkat daerah, dan DPRD
dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah keduduknnya tidak
saling membawahi, namun terikat dalam satu sistem kemitraan.”15
Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa antara DPRD dan
pemerintah daerah memiliki relasi yang bersifat kemitraan atau diametral dan
bukan merupakan lawan atau pesaing. Jadi dapat dikatakan bahwa relasi
antara DPRD dan pemerintah daerah bersifat diametral karena keduanya
memiliki fungsi masing-masing yang berbeda. Proses penerbitan izin
penggunaan dan pemanfaatan tanah dilaksanakan oleh pemerintah daerah
yang diberi wewenang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Iriani Djamaluddin
Selaku Kepala Bidang Tata Ruang bahwasanya :
13Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, bab I Pasal 1.
14Repunlik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, bab I pasal 19.
15Andi Lukman Naba (48 tahun), Sekretaris komisi 3 DPRD Kabupaten Gowa,
Wawancara, Gowa, 12 Desember 2017 Pukul 10.35 Wita
57
“DPRD tidak masuk dalam penerbitan izin IPPT, bukan kerjasama
tapi ada mekanisme yang berjalan atau ada sistemnya. Hanya fungsi
DPRD yaitu mengawasi”16
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Sebagaimana yang
dikatakan oleh Andi Lukman Naba selaku Sekretaris komisi 3 DPRD
Kabupaten Gowa :
“Jadi DPRD disini hanya menjalankan fungsinya, ada tiga fungsi
DPRD yaitu: legislasi, budgetting dan controlling, dimana ketiga
fungsi itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi
untuk kesejahtraan masyarakat Kabupaten Gowa”.17
Dari beberapa pernyataan diatas penulis bisa menyimpulan bahwa
relasi yang tercipta dari proses penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan
tanah di Kabupaten Gowa antara Pemerintah dan DPRD itu bersifat diametral.
Dimana hal ini dibuktikan dengan melihat keduanya menjalankan fungsi
masing-masing. DPRD tidak masuk dalam proses penerbitan izin penggunaan
dan pemanfaatan tanah secara langsung tetapi DPRD menjalankan fungsinya
yaitu mengawasi proses penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Relasi antara DPRD dan Pemerintah dalam penerbitan izin penggunaan dan
pemanfaatan tanah keduanya memiliki relasi yang bersifat diametral,
meskipun partisipasi DPRD tidak begitu kongkrit dalam proses penerbitan
izin penggunaan dan pemanfaatan tanah.
16Iriani Djamaluddin,Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PU dan Tata Ruang
Kabupaten Gowa, Wawancara, Gowa, 4 Desember 2017 Pukul 13.11 Wita
17Andi Lukman Naba (48 tahun), Sekretaris komisi 3 DPRD Kabupaten Gowa,
Wawancara, Gowa, 12 Desember 2017 Pukul 10.35 Wita
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Menurut Achmad Santosa, governance memiliki standar dan ukuran
tersendiri untuk dapat dikatakan baik. Adapun kriteria governance itu sendiri
apabila memenuhi kriteria, pertama Sumber daya ataupun masalah-masalah
publik dikelola secara efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. kedua,
Pengelolaan dilakukan secara efisien dan responsif, dilandasi oleh iklim
politik yang demokratis. Ketiga, Sumber daya dan masalah politik tersebut
dikelola secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.18 Namun kriteria yang
ideal ini belum bias kita lihat secara real di lapangan. Proses penerbitan izin
penggunaan dan pemanfaatan tanah  belum bisa dikatakan good governance.
Seperti yang dikatakan Abdul Rajab Daeng Bado:
“Setahu saya kalau mau urus-urus masalah tanah, sertifikat tanah itu
bukan sesuatu yang gampang dan sebentar saya pernah mengurus
setifikat tanah di BPN tapi lama sekali baru jadi mana lagi banyak
yang mau di bayar baru tidak jelas untuk apa katanya biasa tambahan
administrasinya”19
Dari wawancara tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa
Pemerintah Kabupaten Gowa dan DPRD cenderung berpihak kepada
kepentingan pengembang atau develover. Kurang memperhatikan kebutuhan
masyarakat menengah kebawah. Masyarakat yang ingin mengurus sertifikat
tanah cenderung dipersulit oleh pemerintah dan dalam masalah ini tidak ada
bentuk pengawasan atau tindak lanjut dari dewan perwakilan rakyat secara
kongkrit.
18Anggiani Alamsyah. Etika Politik (Makassar: Alauddin Press, 2012), h.168.
19 Abdul Rajab Dg Bado (49 tahun), Wiraswasta, wawancara, Gowa 25 Maret 2018
Pukul 15.00
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Dari beberapa informan yang penulis wawancarai Pemerintah
Kabupaten Gowa dan DPRD secara terbuka mendukung pembangunan atau
penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai kawasan perumahan.
Sebagaimana yang diutarakan oleh Andi Lukman Naba selaku Sekretaris
komisi 3 DPRD Gowa:
“Gowa sementara berbenah untuk lebih baik, pengembangan kota,
peta di tata secara baik, Anggota DPRD merupakan pejabat
pemerintahan, keberhasilan dan kegagalan tergantung dari Pemda
SKPD yang dipercayakan memberikan pelayanan prima tanpa
administrasi yang berbeli-belit supaya investor nyaman, tidak bisa
dinaifkan pengembangan perumahan membuka lahan baru semakin
banyak investor dan ini menambah PAD Kab. Gowa  semua untuk
masyarakat gowa ditambah lagi kita ikut mensukseskan program
Presiden sejuta rumah”.20
Hal ini juga diperkuat oleh H. Muh. Natsir selaku Kasubid
Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda:
“Keuntungannya banyak (penerbitan izin peggunaan dan pemanfaatan
tanah sebagai perumahan) kalau banyak penduduk kan banyak artinya
perputaran semakin baik coba kita bandingkan dengan di desa itu di
desa lama berkembang kenapa karena kurang manusia artinya garis
besarnya saja kenapa di Jepang meningkat? Kenapa di Cina
meningkat? Karena banyak orang, banyak pemikir, kalau kan lima
orang ji di desa paling satu pikiran ji tidada perkembangan itu
logisnya saja”.21
Dari hasil wawancara tersebut, Penulis dapat menarik kesimpulan
bahwa pada dasarnya relasi antara Pemerintah Kabupaten Gowa dan DPRD
20 Andi Lukman Naba (48 tahun), Sekretaris komisi 3 DPRD Kabupaten Gowa,
Wawancara, Gowa, 12 Desember 2017 Pukul 10.35 Wita
21 H M Nasir (49 tahun), Kasubid Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA,
Wawancara, Gowa, 30 November 2017 Pukul 11.07 wita
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bersifat terbuka mendukung atau menerima pengembang untuk berinvestasi di
Kabupaten Gowa terlebih untuk penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan
tanah untuk pembangunan perumahan. Setelah melihat sisi positif dari
banyaknya pengembang yang berinvestasi di Kabupaten Gowa seperti
meningkatkan PAD Kab. Gowa, ikut mensukseskan program Presiden sejuta
rumah, mensejahtrakan masyarakat, Perputaran ekonomi semakin baik.
Sebagimana diperkuat pernyataan dari Drs. Alwi beddu Selaku Kepala Dinas
Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kab. Gowa :
”dengan masuknya pengembang disini melihat potensi wilayah yang
ada di Kabupaten Gowa jadi kami juga dari pemerintah terutama
pemerintah daerah mengusahakan pelayanan sebaik mungkin kepada
investor-investor jangan dia melihat potensi yang ada di Kab. Gowa
terbuka, kita juga bikin semau-maunya akhirnya mempersulit,
akhirnya investor-investor walaupun banyak lahan yang terbuka tapi
melihat keadaan pemerintah tidak beres artinya tidak melayani sesuai
dengan aturan mungkin juga investor pada angkat kaki tapi karena
kita memang punya wilayah yang mendukung mestinya juga di dukung
oleh pemerintahnya jangan sampai investor lari, inikan peluang yang
untung kan juga masyarakat dampaknya orang Gowa sendiri yang
nikmati mungkin tanahnya tadi tidak produktif tapi produktif untuk
jadi lahan perumahan dibelilah dengan sesuai harga yang berlaku.”22
Dari hasil wawancara itu dapat dikatakan bahwa pemerintah
menyambut baik keberadaan investor. Banyaknya investor yang memilih
untuk berinvestasi di Kabupaten Gowa tidak lepas dari kondisi wilayah
Kabupaten Gowa yang berada dekat dengan Kota Makassar. Banyaknya
investor yang berinvestasi di Kabupaten Gowa di nilai baik untuk Kabupaten
22 Alwi Beddu (59 tahun), Kepala Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan
Pertanahan Kabupaten Gowa, wawancara, Gowa, 4 Desember 2017 Pukul 15.37 Wita
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Gowa ke depannya dan membantu mensukseskan program sejuta rumah.
Disamping Kabupaten Gowa memiliki potensi wilayah, hal ini di dukung oleh
pemerintah yang memberikan pelayanan yang baik untuk investor yang akan
berinvestasi, sehingga menarik investor untuk berinvestasi dalam hal
penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai perumahan.
Pemerintah Kabupaten Gowa yang cenderung menyetujui keberadaan
investor tentang penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk perumahan.
Seperti yang dikatakan Abidin selaku Kepala Seksi Penataan Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa:
“Tentunya keberadaan pengembang di Kabupaten Gowa itu bagus
untuk Kabupaten Gowa kedepan, jadi bagaimana kita memberikan
pelayanan yang baik untuk pengembang agar merasa nyaman untuk
berinvestasi di Kabupaten Gowa salah satunya yaitu dengan cara
tidak mempersulit penerbitan IPPT untuk perumahan, asalkan berkas
atau persyaratannya dilengkapi dengan baik dan sudah mengikuti atau
sesuai dengan aturan yang berlaku”.23
Dari hasil wawancara itu memang Pemerintah Kabupaen Gowa
cenderung menerima keberadaan investor atau pengembang dengan baik
terlebih kepada pengembang yang ingin mengurus izin penggunaan dan
pemanfaatan tanah untuk perumahan.
Relasi antara DPRD dan Pemerintah dalam penerbitan izin
penggunaan dan pemanfaatan tanah keduanya memiliki relasi yang bersifat
23Abidin (66 tahun) Kepala seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten
Gowa, Wawancara, Gowa, 11 Desember 2017 Pukul 13.32 Wita
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terbuka, meskipun partisipasi DPRD tidak begitu kongkrit dalam proses
penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan tanah. Relasi antara DPRD dan
Pemerintah Kabupaten Gowa berlangsung secara terbuka mendukung
pembangunan atau penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai kawasan
perumahan. Relasi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Gowa yang cenderung
menerima penggunaan ruang sebagai lahan bisnis seperti pembangunan
perumahan. Saat ini sudah banyak perumahan yang dibangun di Kabupaten
Gowa salah satunya yaitu Perumahan Zarindah Permai Samata terletak di
koordinat 5̊11’56.86 lintang selatan dan 119̊29’48.80 nujur timur. Secara
administrasi, perumahan ini terletak pada Kelurahan Samata Kecamatan
Somba Opu, Kabupaten Gowa. Perumahan ini terletak di kelurahan Samata
RW 8 dan terdiri dari RT 1, 2, dan 3. Terdapat cekungan tanah yang cukup
besar, sehingga saat musim hujan dapat menjadi rawa bahkan danau kecil.24
Seperti yng disampaikan oleh H. Muh. Natsir selaku Kasubid Infrastruktur
dan Kewilayahan Bappeda:
“Karena dia dulu kantong air yang di banguni perumahan sehingga
pada saat hujan, dia kan dataran rendah air kan kita tahu sifatnya
mencari tempat yang lebih rendah jadi makanya itu developer tidak
perhatikan berapa ketinggian dari permukaan tanah yang harus saya
bikin nda’ sesuai yang saya bilang tadi, Sama ini perumahan bola mas
indah tenggelam sekarang toh  karena pada saat dia bangun dia tidak
lihat kedepan berapa tahun ke depan akan terjadi seperti apa, ini
24 In Slideshare, “Analisis aspek fisik dan non fisik perumahan zarindah permai
kabupaten gowa”, https://www.slideshare.net/chris_william/spp-ppt (23 November 2017).
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bukan tanggung jawabnya kita yang salah itu depeloper dia nda
pikirkan sebelumnya banyak hal perencanaan drainase misalnya”25
Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa kondisi lokasi
dibangunnya perumahan zarindah Permai Samata sebelumnya adalah  lokasi
yang rawan banjir karena dulunya merupakan kantong air. Namun sekarang
perumahan tersebut adalah perumahan yang layak huni dan bebas dari banjir
karena pengembang berhasil mengelolah lokasi tersebut dengan baik,
sekarang di samping perumahan Sarindah Permai banyak di bangun
perumahan lainnya seperti Baruga Samata, Bakung Regency, Harmony
Recident, Harmoni Cluster, Griya Yhuda Mas. Sebagaimana yang dikatakan
Leli warga Perumahan Baruga Samata:
“saya tinggal disini sudah kurang lebih 7 tahun, dan tidak pernah
banjir kalau mau belli rumah atau kontrak disini masih ada rumah
yang kosong dan siap untuk disewakan”26
Sebagaimana dikatakan oleh Dg. Jarring salah satu Satpam di
Perumahan Zarindah Permai Samata Gowa:
“riwattunna nakke anjama rinni tena pha na nia banjiri ku cini
antama anriinni nampa baji’ki kah jai doseng siagang mahasiswa
ammantang anrinni (selama saya bekerja disini tidak pernah saya
25 H M Nasir (49 tahun), Kasubid Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA,
Wawancara, Gowa, 30 November 2017 Pukul 11.07
26 Leli (39 tahun) warga Baruga Samata,Wawancara, Gowa 6 Maret 2018 pukul
17.47 Wita
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lihat banjir, selain itu juga bagus karena banyak juga dosen dan
mahasiswa yang tinggal di sini)”27
Hal ini juga diperkuat ketika wanwancara penulis dengan Patra Sahid
Marketing Properti Perumahan Harmony Recidence:
“Jadi disini itu tidak banjir lagi, karena sebelum perumahan ini di
bangun sudah di timbun terlebih dahulu, jadi ketinggian dataran
rumah-rumah disini itu di atas rata-rata, walaupun masih ada jalanan
yang tidak bagus digenangi air itu dikarenakan sengaja belum
diperbaiki karena tunggu pembangunan perumahannya selesai dulu
lalu jalannya di perbaiki karena kalau sudah di perbaiki di pasang
batako lalu kemudian mobil-mobil besar pembawa batu, pasir atau
material bangunan lainnya lewat nanti rusak lagi jadi nanti sekalian
selesai semua baru jalanannya di pasangi batako”28
Dari beberapa pernyataan dari masyarakat diatas menandakan bahwa
walaupun Perumahan Zarindah Permai Samata dulunya rawan banjir atau
bekas kantong air tapi sekarang Pengembang sudah berhasil mengelola lokasi
tersebut menjadi  Perumahan yang layak huni dan bebas banjir, Adapun
genangan air yang masih terlihat di beberapa jalanan di Pemukiman tersebut
itu dikarenakan pengembang atau developer ingin merampungkan terlebih
dahulu pembangunan perumahan lalu kemudian memperbaiki jalanannya.
Dalam artian pemerintah menerbitkan izin untuk tanah yang keseuasian
ruangnya sesuai dengan penggunan dan pemanfaatan tanah, seperti yang
27 Alimuddin Dg Tawang (44 tahun) Satpam Perumahan Sarindah Permai Samata,
Wawancara, Gowa 6 Maret pukul 17.40 Wita
28Patra Sahid (32 tahun) Marketing Properti Harmony Recidence, Wawancara, Gowa
4 November 2017 Pukul 10.39 Wita
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dikatakan Drs. Alwi beddu Selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman, dan Pertanahan Kab. Gowa :
“Tidak bisa terlalu anu dengan orang yang ambil izin, kalau memang
tanahnya memang tidak sengketa, tidak bermasalah tidak mungkin kita
keluarkan izinnya kalau dia bermasalah”29
Dari hasil wawancara tersebut, penulis bisa mengatakan bahwa dalam
penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk perumahan
pemerintah tidak akan menerbitkan izin jika kondisi tanahnya tidak sesuai
untuk lahan perumahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Iriani Djamaluddin
Selaku Kepala Bidang Tata Ruang bahwasanya:
“Ya pasti tidak keluar kalau tidak sesuai, setahu saya tidak ada yang
seperti itu karena jelas bahwa mereka sudah ikuti mekanisme sudah
ada kacamata toh bahwa memang disitu saya bisa. Tapi persoalannya
dia sudah beli atau belum itu dia sudah punya alas hak atau belum itu,
kalau untuk perumahan itu dijamin mi karena kita ini dekat dengan
Makassar toh penyangga itu Kabupaten Gowa karena kalau investor
lari ke Maros kejauhan toh jadi yang paling dekat itu kita di
kabupaten Gowa kalau mau tahu investor saya sendiri tidak tauh
jumlahnya tapi banyak”30
Berdasarkan hasil wawancara diatas Penulis dapat mengambil sedikit
kesimpulan, bahwasanya pemerintah kabupaten gowa tidak pernah
29Alwi Beddu (59 tahun), Kepala Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan
Pertanahan Kabupaten Gowa, wawancara, Gowa,4 Desember 2017 Pukul 15.37 Wita
30Iriani Djamaluddin,Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PU dan Tata Ruang
Kabupaten Gowa, Wawancara, Gowa, 4 Desember 2017 Pukul 13.11 Wita
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menerbitkan izin penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai
dengan kesesuaian penataan ruang Kabupaten Gowa. Sudah banyak
pengembang yang memilih Kabupaten Gowa sebagai Tempat untuk
berinvestasi disamping karena ketersediaannya lahan juga di dukung oleh
letak geografis Kabupaten Gowa yang berbatasan dengan Kota Makassar.
2. Tidak Menerbitkan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah untuk
Perumahan
Apabila Pengembang ingin berinvestasi untuk membangun perumahan
maka terlebih dahulu tanah yang akan di gunakan di tinjau kesesuasiannya
dengan perencanaan tata ruang untuk selanjutnya mengajukan permohonan
izin kemudian akan dimelakukan Rapat Koordinasi antar Instansi, setelah
tanah yang dimohonkan terbukti layak untuk di banguni perumahan maka
selanjut surat permohonan izin di bawa ke BPN untuk untuk ditandatangani
petugas BPN sebelum ditandatangani oleh Bupati dan mendapat hak atas
tanah untuk pembangunan perumahan. Berbeda halnya ketika tanah yang
ingin dibanguni perumahan tidak sesuai dengan kesesuaian ruang di
Kabupaten Gowa maka Permohonan izin tidak bisa di bawa ke BPN atau ke
tahap selanjutnya. Hal ini di perkuat ketika wawancara penulis dengan Iriani
Djamaluddin Selaku Kepala Bidang Tata Ruang  yang mengatakan
bahwasanya :
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“Jadi kita disini bekerja sesuai dengan tupoksi kalau misalkan kami tata
ruang ada kesesuasi ruang yang diminta seperti yang saya katakan tadi
ada Pengembang mau investasi ke Gowa biasanya mereka sebelum
investasi atau membeli suatu kawasan atau katakanlah dia mau
membangun membuat suatu  perumahan atau membuat industri mereka
datang kesini kalo saya dilokasi ini bu’ kira-kira kesesuaian ruangnya
bagaimana jadi itu nanti dia bersurat resmi ke Kadis PU nanti Kadis PU
disposisi ke kami ke Tata Ruang nanti kita jawab apakah sesuai degan
RTRW atau tidak karna kalau berbicara kesesuaian ruang menyangkut
rencana tata ruang dan wilayah”31
Tanah yang dinyatakan tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang
tidak bisa mendapatkan izin, adapun hal yang membuat pemerintah tidak
menerbitkan izin penggunaan dan pemanfaatan tanah, yaitu fungsi lahan tidak
sesuai dengan perencanaan tata ruang, Status tanah bermasalah, atau karena
kelengkapan berkas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abidin selaku Kepala
Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa:
“Tidak ada didapati paling biasa cuma terkendala di kelengkapan
berkas jadi kami beri kesempatan kepada si pengembang untuk
melengkapi terlebih dahulu berkasnya sebelum izin yang
dimohonkankan diproses”32
Hal ini juga diperkuat ketika wawancara penulis dengan Drs. Alwi
beddu Selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan
Pertanahan Kab. Gowa :
“Karena memang sepanjang dia mengurus itu izin sudah mesti mi dia
patuhi itu aturan paling tidak ada hak milik keterangan kepemilikan
31Iriani Djamaluddin,Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PU dan Tata Ruang
Kabupaten Gowa, Wawancara, Gowa, 4 desember 2017 Pukul 13.11 Wita
32 Abidin (66 tahun) Kepala seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Gowa, Wawancara, Gowa, 11 Desember 2017 Pukul 13.32
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tanah, tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa nah itukan
logikanya apalagi kan kalau namanya pengusaha kan biar apa semua
dia bisa lalaui namanya pebisnis”33
Dalam proses penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan tanah
DPRD terlibat secara tidak langsung. Sebagaimana yang dikatakan Andi
Lukman Naba selaku sekretaris komisi 3 DPRD Kabupaten Gowa :
“DPRD Gowa merupakan bagian dari Pemerintahan daerah, selagi
kebutuhan itu untuk masyarakat maka kami akan merekomendasikan,
menfasilitasi pengembang mendengarkan aspirasi, melakukan rapat
dengar pendapat, yang untuk kemudian mencarikan solusi yang sesuai
aturan karena DPRD disini bukan lembaga teknis dan bukan lembaga
eksekusi, SKPD dipercayakan untuk memberikan Pelayanan Prima tanpa
administrasi yang berbelit-belit bagaimana caranya supaya investor
nyaman berusaha di Kabupaten Gowa jika ada temuan lokasi yang sesuai
tapi tidak diberikan izin maka akan diberikan teguran tapi selama ini
tidak ada didapati di Kabupaten Gowa”34
Proses penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk
perumahan tidak hanya melibatkan Pemerintah daerah saja tapi DPRD juga
memiliki peran dalam proses penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan
tanah untuk perumahan secara tidak langsung. Bagi pengembang atau investor
yang tidak memperoleh izin untuk membangun perumahan dapat mengambil
langkah lain yaitu mengadu ke DPRD secara formal dan legal untuk kemudian
dicarikan jalan keluarnya namun selama ini belum pernah terjadi di
Kabupaten Gowa Pengembang mengadu ke DPRD Kabupaten Gowa karena
33 Alwi Beddu (59 tahun), Kepala Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan
Pertanahan Kabupaten Gowa, wawancara, Gowa, 4 Desember 2017 Pukul 15.37
34 Andi Lukman Naba (48 tahun), Sekretaris komisi 3 DPRD Kabupaten Gowa,
Wawancara, Gowa, 12 Desember 2017 Pukul 13.35
69
tidak memperoleh izin penggunaan dan pemanfaatan tanah namun hal tersebut
tidak disalahkan. Seperti izin yang dimohonkan oleh Erfan atas nama PT
Esada Saga Pratama untuk rencana penggunaan tanah perumahan Bumi
Cendana Parang Banoa yang terletak di Desa Tattakang Kelurahan
Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yang belum
diterbitkannya izin untuk hal tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Andi
Febri Ramadhan:
“Berkasnya jih itu yang bermasalah pasti terbit ji nanti izinnya kalau
sudah na lengkapi berkasnya tidak pernah ada yang tidak di kasih izin
karena tidak sesuai penggunaan atau pemanfaatan tanahnya paling
masalahnya beda nama atau apa, itu yang lama jadi kalo ada na urus
kurang i anunya itu”35
Dari hasil wawancara tersebut, Penulis dapat menarik kesimpulan
bahwa pada dasarnya relasi antara Pemerintah Kabupaten Gowa dan DPRD
cenderung  mendukung atau mengakomodasi pengembang untuk berinvestasi
di Kabupaten Gowa terlebih untuk penerbitan izin penggunaan dan
pemanfaatan tanah untuk pembangunan perumahan.
35 Andi Febri Ramadhan  (23 tahun), Tenaga Honorer Badan Pertanahan Nasional





Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, dapat
disimpulkan mengenai Politik Tata Ruang (Relasi kekuasaan antara Eksekutif
dan Legislatif dalam penerbitan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di
Kabupaten Gowa bersifat terbuka mendukung atau menerima pengembang
untuk berinvestasi di Kabupaten Gowa terlebih untuk penerbitan izin
penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pembangunan perumahan. Tapi di
sisi lain Masyarakat yang ingin mengurus sertifikat tanah cenderung dipersulit
oleh pemerintah dan dalam masalah ini tidak ada bentuk pengawasan atau
tindak lanjut dari DPRD.
Tanah yang dinyatakan tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang
tidak bisa mendapatkan izin, adapun hal yang membuat pemerintah tidak
menerbitkan izin penggunaan dan pemanfaatan tanah, yaitu karena
kelengkapan berkas dengan kata lain pada akhirnya izin tersebut tetap akan
diterbitkan ketika kelengkapan berkas sudah siap. Proses penerbitan izin
penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk perumahan tidak hanya melibatkan
Pemerintah daerah saja tapi DPRD juga memiliki peran dalam proses
penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk perumahan secara
tidak langsung. Bagi pengembang atau investor yang tidak memperoleh izin
untuk membangun perumahan dapat mengambil langkah lain yaitu mengadu
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ke DPRD secara formal dan legal untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya
namun selama ini belum pernah terjadi di Kabupaten Gowa Pengembang
mengadu ke DPRD Kabupaten Gowa karena tidak memperoleh izin
penggunaan dan pemanfaatan tanah namun hal tersebut tidak disalahkan.
B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan kesimpulan yang penulis paparkan diatas maka adapun
implikasi penelitian yang direkomendasikan yaitu Pemerintah Daerah
Kabupaten Gowa semestinya memiliki perhatian serius dalam hal ini dengan
merumuskan kebijakan tata ruang dan politik perumahan, mempertimbangkan
nilai dan semangat mengelola keberagaman dalam praktik kebijkan.
Agar DPRD Kabupaten Gowa melakukan pegawasan terhadap
penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pembangunan
perumahan dan kegiatan-kegiatan investor di Kabupaten Gowa yang belum di
atur dalam peraturan daerah. Pengembang atau investor  sebaiknya lebih
memperhatikan kesesuaian ruang yang di minta sebelum memohon izin
penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pembangunan perumahan.
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